
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

c. bahwa selain maksud sebagaimana tersebut dalam huruf b, pemberian 

Surat izin Usaha Jasa Konstruksi juga untuk rnenunjang terwujudnya iklim 

usaha yang sehat, rneningkatkan perlindungan terhadap penggunajasa dan 
keselamatan umum, kepastian keandalan perusahaan serta rnenjamin 

keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Usaha Jasa Konstruksi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Izin Usaha 
J asa Konstruksi; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2000, mengamanatkan setiap perusahaan di bidang jasa 

konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah ditempatkan domisilinya; 

b. bahwa kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh 

Pernerintah Kabupaten Gianyar merupakan salah satu usaha untuk 

rnewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha jasa 

konstruksi; 

PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENT ANG 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Mengingat 

Menimbang: 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

U rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Repub!ik ltidonesia Tamm 2007 Nemer 82, Tambahau 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Pembinaan Jasa Konstruk:si (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 3957); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 

Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)~ 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran 

Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruk:si 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gainayar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERA TURAN DAERAH TENT ANG IZIN USAHA JASA 

KONSTRUKSI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI GIANY AR 

dan 

DEWAN PEW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang 

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

._ ------------ -- ·------ --- 



L 

11. Pelaksana konstruksi adalah penyediajasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan 

ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi 
bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya; 

12. Pengawas konstruksi adalah penyediajasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan 

ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan 

pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan 

diserahterimakan; 

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang 

kegiatan usahanya bergerak di bidang J asa Konstruksi. 

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan 

usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan 

dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk 

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 

10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang 

dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu 

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik 

lain; 

6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, 

layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa 

pekerjaan konstruksi; 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 

5. Jasa konstruksi adalah layananjasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan 

jasa pelaksanaan jasa konstruk.si dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan 

konstruksi; 

~--· --·-----------.---~~---~ 



ksahliaa masiag-mtlSing 

21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha 

dibidang jasa konstruk:si menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan 

profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi 

menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau 

b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja 

dan keahlian kerja orang· perseorangan dibidang jasa konstruk:si menurut disiplin 

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian 
tertentu. 

perseorangan atau badan usaha; atau 

"t~-~~~.,,,_~~~ 
20. Sertifikat ada\ah: 

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas Jamine-Jemv 

t/,{p/ ~ JlslH ~ fag J:~; ~ ~ ~ ~ 

15. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (Fungsi Pengawasan) dan 

Direksi/Penanggung jawab Perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akte Pendirian 
Perusahaan atau Akte Perubahannya; 

14. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induk:nya dan 
dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak; 

13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau keduduk:an/alamat badan usaha yang tetap 
dalam melakukan kegiatan usahajasa konstruksi. 

------ --- ~-------- ~-------- ------------~ 



-~ 

22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk: menetapkan penggolongan usaha 

dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, 
atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang 

jasa konstruksi menurut tingkat/k.edalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan 
keahlian. 

23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan 
Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 

24. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 28 

-------·------------------------·---· •··-·-·--·- ---···------~ ··-. ---·--· ----------- ·------- 



· b. bidang usaha pelaksanaan; dan 

a. bidang usaha perencanaan; 

(5) Bidang usahajasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang 

perseorangan dan badan usaha. 

(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. 

(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa 

pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. 

c. bidang usaha jasa konstruksi. 

b. bentuk usaha; d.jln 

a. j enis usaha; 

(I) Usahajasa konstruksi mencakup: 

Pasal 5 

USAHA JASA KONSTRUKSI 

BAB III 

d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan 

minimal dibidang jasa konstruksi. 

c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam 

pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan 

,, . 
~----------------------------------------- 



i- .· 

(3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/lnstansi untuk 

memberikan IUJK. 

( 1) Bupati mern berikan IU JK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. 

Pasal 8 

c. merupakan sarana pembinaan usahajasa konstruksi. 

b. mencerminkan profesionalisrne penyedia jasa; dan 

a. mengedepankan pelayanan t'rirna; 

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: 

Pasal 7 

Prinsip Urnum Pemberian IUJK 

Bagian Kesatu 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

BAB IV 

(3) Klasifikasi dan kuaiifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

sesuai dengan yang tercanturn dalam Sertifikat Badan Usaha. 

(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi 
usaha jasa konstruksi. 

(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, 

dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK. 

Pasal 6 



b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili; 

(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 

a. SBU, SKA, danlatau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga; 

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat 
rekomendasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung 

jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

(2) Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(l) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak 

membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah 

mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangijasa konstruksi. 

Pasal 9 

(6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha 

jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

(5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala 

Unit Kerja/lstansi yang ditunjuk atas nama Bupati. 



b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau 

(1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab 

badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi 

direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK 
BUJK tersebut: 

Pasal 12 

Persyaratan 

Bagian Ketiga 

(3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas 

dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. 

d. penutupan izin. 

c. perubahan data; dan/atau 

b. perpanjangan izin; 

a. permohonan izin baru; 

(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(1) Bupati atau Unit Kerja/lnstansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK 

berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK. 

Pasal 11 

Permohonan Pelayanan IUJK 

Bagian Kedua 

(5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

---·--·-· ··-· ·- -- ---··---- ------· ··----~··· ·--··· ~-~ 



mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; 

a. 

~~'i~ zwtm hJiD )rp *';,w diretrrr~ drfrn e.1 .u ayat (2) huruf a. ___ ,. ti 

\\\l\\ 

Pasal 13 

(8) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdomisili di wilayah 

Kabupaten Gianyar dimana Badan U saha berada. 

(6) Tenaga teknik dan I atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, 

dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha 
lainnya dibidangjasa konstruksi yang sama 

e. menyerahkan rekaman Sertifikat Penanggung Jawab Teknik. 

d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 

c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; 

b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan; 

a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh 

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir; 

(5) Persyaratan pennohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi: 

(4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi 

yang membidangi jasa konstruksi. 

(3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa 

pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan 

klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. 

(2) BUJK yang mengajukan pennohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik 

Badan U saha. 



Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurufb, meliputi: 

a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa 

berlakunya; 

b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah 

diregistrasi oleh Lembaga ; 

d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); 

e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan 

(SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi 

oleh Lembaga; 

Pasal 14 

1. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, 

SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 

J. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang 

bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 

k. rnenyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges 

kelurahan; dan 

l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung j awab badan usaha bila pengurusan 

permohonan izin baru dikuasakan. 

f. 

e. 

d. 

c. 

menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; 

rnenyerahkan rekaman pengesahan kehakirnan perusahaan bagi BUJK yang 

berbentuk perseroan; 

rnenyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang rnasih berlaku dan telah 

diregistrasi lembaga ; 

menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); 

menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan 

(SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi 

oleh Lernbaga; 

g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; 

h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; 

b. 

~-----~~- 



Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa 
berlakunya 

b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
c. menyerahkan rekarnan: 

1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama 
direksi/pengurus; 

2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk 
perubahan alamat BUJK; 

3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau 

4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan 
kualifikasi usaha. 

d. menyerahkan IUJK asli; dan 

e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan 
permohonan perubahan data IUJK dikuasakan. 

Pasal 15 

f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal 

SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; 

g. membuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani 

Penanggungjawab Utama Badan Usaha; 

h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges 

kelurahan; 

i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 

J. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas 
kontrak yang diperoleh; 

k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan 

I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan 
permohonan izin perpanjangan dikuasakan. 



(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap 

<.fokumen permononan BUJK. 

Pasal 19 

Pemberian IUJK 

Bagian Keempat 

(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah 

dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili. 

(3) BUJK dengan status cabang atau perwakilan di Wilayah Kabupaten Gianyar wajib memiliki 

IUJK yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. 

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib 

memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi 

usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya. 

Pasal 18 

Pasal 17 

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan 

Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta. 

( 1) Persyaratan penutupan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d 

meliputi: 

a. mengisi F ormulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini; 

b. menyerahkan IUJK yang asli; dan 

c. menyerahkan Surat Pajak Nihil. 

(2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 

atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk. 

(3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. 

Pasal 16 

·-·-•·-· --------·-· ~---~- 
-----~--- ·+ -----·· --~. 



Pemegang IUJK berhak: 

a. rnengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan 

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 23 

BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK 

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali 

habis masa berlaku. 

Bagian Kelima 

Masa Berlaku IUJK 

Pasal 22 

(1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI.a sampai dengan 

lampiran Vl.d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
(2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum 

dalam lampiran I.a dan lampiran I. b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 21 

Pasal 20 

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin. 

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Unit Kerja/lnstansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan 

dokumen permohonan BUJK. 



a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan 

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. 

Pemegang IUJK berhak: 

Pasal 23 

BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK 

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali 

habis masa berlaku. 

Masa Berlaku IUJK 

Pasal 22 

Bagian Kelima 

(1) Alur proses pennohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI.a sampai dengan 

lampiran VI.d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum 

dalam lampiran I.a dan lampiran I. b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 21 

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin. 

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 20 

(2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan 

dokumen pennohonan BUJK. 



a. narna dan nilai paket pekerj aan yang diperoleh; 

Pasal 25 

(1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (5) hurufb meliputi: 

(4) Pernegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib rnenghasilkan disain produk 

konstruksi yang sesuai kontrak dan rnengacu pada ketentuan keteknikan. 

(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut: 

a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalarn waktu 

paling lama 14 ( empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; 

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/lnstansi 

pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan. 

c. memasang papan narna perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat 

BUJK berdomisili. 

(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan 

produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalarn kontrak serta rnengacu pada 

ketentuan keteknikan. · 

(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang: 

a. keteknikan, rneliputi persyaratan keselarnatan urnurn, konstruksi bangunan, rnutu basil 

pekerjaan, mutu bahan dan/atau kornponen bangunan, dan rnutu peralatan sesuai 

dengan standar atau norma yang berlaku; 

b. kearnanan, keselarnatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. perlindungan sosial tenaga kerja dalarn pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan 

waktu. 

Pasal 24 

-------- 
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(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) meliputi: 

a. daftar pemberian IUJK baru; 

b. daftar perpanjangan IUJK; 

c. daftar perubahan data IUJK; 
d. daftar penutupan IUJK; 

e. daftar usaha orang perseorangan; 

f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan 

g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK. 

(4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format 

~- •• , - A £11·3] l· j~&VDlftll!IK~Slllu~d.tl'f~ 

(2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubemur secara berkala setiap 4 
(empat) bulan sekali. 

(1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, hams 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali 
kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

Pasal 26 

YANG MEMBERIKAN IUJK 

LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN UNIT KERJAIINST ANSI 

BAB VI 

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan 



dalam SBU.yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK. 

pJ .oupau atau r ejaoat yang anunjux uapar meiaxuxan evaruasi xeoenaran uaia y'°?g iertera t 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan 

penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi. 

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu 

pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. 

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 17 ditetapkan o\eh. 'Bupatl. 

(1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagiarnana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui -- 
Pasal 28 

e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib 
pemanfaatan jasa konstruksi. 

d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan 

c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; 

b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan 
kerja serta lingkungan setempat; 

a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; 

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh 

Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap 
pemberian IUJK dengan cara: 

Pasal 27 

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK 

Bagian Kesatu 

PEMBERDA Y AAN DAN PEN GAW ASAN 

BAB VII 



(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan 
pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK. 

(2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 , diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Oran Perseoran an. 

Pasal 32 

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau 

Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi 

adalah melakukan pendaftaran terhadap U saha Orang Perseorangan. 

Pasal 31 

Bagian Kedua 

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan 

(1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit 

IUJK untuk dilakukan pemantauan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, 

pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 
melaksanakan pekerjaan kostruksi. 

(3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norsesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 30 

(4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh 

perusahaan temyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki. 

(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan 

konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak 

disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan. 



( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak 
berusaha perusahaan; 

b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk 

melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau 

c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan. 

(2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan 

kepada masyarakat umum rnelalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan 

pengumuman instansi penerbit IUJK. 

BAB VIII 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 33 

b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT; 

c. menyerahkan daftar riwayat hidup; 

d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan 

e. menyerahkan rekaman NPWP. 

(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(2) tercantwn dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang 

kurangnya meliputi: 

a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 

XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 



c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. 

a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena 

sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali; 

b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 

namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau 

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila: 

Pasal 37 

b. bupati/Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK. 

a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhi sanksi pembekuan ditarik oleh Bupati/Unit 
Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan 

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 sebagai berikut: 

Pasal 36 

c. masuk kedalarn daftar hi tam. 

b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 

ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat ( 4 ); atau 

a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sebanyak 3 (tiga) kali 

dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi 

kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; 

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila: 

Pasal 35 

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 

ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. 

Pasal 34 
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informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK. 

b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi 

a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta 

bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana; 

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 40 

b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan 

keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

a. perusahaan telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Pasal 39 

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat 

(1) akan dikenakan sanksi denda paling tinggi Rp. 1.000.000;00 (satujuta rupiah) 

Pasal 38 



diberikan sebeJum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 43 

Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina 
Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional. 

Pasal 42 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(2) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ),$ecara berkala 

a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK; 

b. Daftar Usaha Orang Perseorangan; 

c. Status berlaku IUJK; dan 

d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada 

(1) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK dan Tanda Daftar 

persorangan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang 

sekurang-kurangnya meliputi : 

BAB IX 

SISTEM INFORMASI 

Pasal 41 
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IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATENGIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7. 

-.... 
SEKRET ARIS DAERAH KABUPA TEN GIANY AR, 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 

A.A. GDEAGUNGBHARATA. 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 

BUPA TI GIANY AR, 

Peraturan Daerah ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 45 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 



masyarakat jasa konstruksi, pembinaan Usaha Jasa konstrukst serta menata 
kelembagaan pengembangan Usaha Jasa Konstruksi. 

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung 

tercapainya pembangunan nasional. Jasa konstruki mampu menggerakkan 

pcrtumbuhan sosial ekonomi karena melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa 

serta pihak-pihak lain, diantaranya pengusaha, supplier serta pekerja dalam 

menghasilkan produk konstruksi yang baik di Kabupaten Gianyar. Pertumbuhan 

Usaha Jasa Konstruksi yang sangat cepat diikuti kemajuan teknologi konstruksi 

yang semakin modern serta tuntutan kualitas yang semakin .rneningkat pada setiap 

pekerjaan, dibutuhkan penyedia jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi clan 

kualifikasi bidang usaha maupun kemampuan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan baik untuk lingkup pemerintah maupun swasta. Luasnya 

Iingkup usaha jasa konstruksi disertai pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa 

konstruksi menjadikan persaingan usaha yang sangat ketat. Untuk itu dibutuhkan 

upaya pengendalian, pembinaan, penataan, dan pengaturan kelembagaan serta 

pengelolaan sektor jasa konstruksi untuk menjamin sektor konstruksi di Gianyar 

dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara 

berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing. 

Salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan pengaturan 

terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai 

instrumen mengontrol kualitas pelayanan Usaha Jasa Konstruks dan untuk mengatur 

jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, tanggungjawab penyedia dan 

pemerintah selaku lembaga yang menerbitkan IUJK, penataan partisipasi dan peran 

I. UMUM 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN GIANY AR 
NOMOR 7 T AffiJN 2013 



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATENGIANY AR TAHVN 2013 NOMOR 7. 

~· 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN GIANY AR, 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 

A.A. GDEAGUNGBHARATA. 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 

BUPATI GIANYAR, 

Pasal 45 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 44 



Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

II. P ASAL DEMI P ASAL 

Pasal I 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) 

akan dapat mewujudkan Efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha 

jasa konstruksi di Kabupaten Gianyar, terciptanya iklim usaha di bidang jasa 

konstruksi yang sehat, dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa dan 

keselamatan umum, menjamin kepastian dan kehandalan perusahaan serta 

keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

serta mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin 

kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan 

kewajiban. 



Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukupjelas 



Pasal 41 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal 27 

Cukupjelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukupjelas 

Pasal 30 

Cukupjelas 

Pasal 31 

Cukupjelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukupjelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukupjelas 

Pasal 36 

Cukupjelas 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukupjelas 

Pasal 39 

Cukupjelas 

Pasal 40 

Cukupjelas 
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Pual42 
Cukupjelu 

Pasal 43 
Cukufjelu 

Pual44 
Cukupjelas 

Pual45 
Cukupjelas 
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( ) 
NIP .. 

cap den tandatangan 

Nn Bupatl/Wallkota 
(Jabatan Pejabat Penerblt IUJK) 

Dikeluarkan di : .. 
Pad a tanggal : .. 

Foto Penanqqunq 
Jawab Bodon 

Usaha Ukuran 4x6 

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal ..... 

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halarnan belakang. 

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur "') 
Nama l . 
Narna 2 . 

Narna 3 .. 
N.P.W.P Badan Usaha . 
Nama Penanggung Jawab Teknik 
No Kartu Penanggung Jawab Teknik 

No. Fax Nomor Telepon I 
(wajib diisi) Kode Pos Kabupaten/Kota 

Provinsi 

I Nama Badan Usaha 
Alamat Kantor Badan Usaha 

Jalan, Nornor 

Kelurahan 
RT/RK/RW 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan 
penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten!Kota .... 
menetapkan bahwa: 

LOGOPEMERINTAHDAERAH 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATENIKOTA . 
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL 

Nomor: . 

A. CONTOH FORMAT HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

------------ ----------- -------- -------- -- --~-~-.------- 



PENGAMBILAN SERTIFIKAT 

Diselesaikan sanksi 
nya 

TIDAK 

YA 

I. 

j. 
k. 

g. 

h. 
i. 

pegawai; 
rnernbuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang 
ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha; 
menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan 
dileges kelurahan; 
menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 
menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak 
atas kontrak ~g diperoleh; 
menyerahkan IUJK asli 
rnenyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau 
Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanalcan oleh 
unit kerja/lnstansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan 
menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan 
permohonan izin perpanjangan dikuasakan 

f. 

a mengisi Fonnulir Pennohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; 

b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan 
telah diregistrasi oleh Lembaga ; 

c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT 
BU); 

d. menyerahkan rekarnan Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat 
Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PIT-BU) 
yang telah dircgistrasi oleh lernbaga yang dilengkapi Surat Pemyataan 
Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama 
Badan Usaha; 

e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan 
formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam ha! terjadi pergantian 

B. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan lzin 

----------------------------------·-------~ 



PENGAMBUAN SERTIFIKAT 

' d. menyerahkan IUJK asli; dan 
e, mcnyorahkan SW'Dl kuasa dwl pon111188uns Jawab bad1111 u•ah• bJla pon9uru•an pc,rmohonan 

perubahan data IUJK dikuasakan. 

a. ~)UQI\ ~\.n'-~'t,a~" \~~\n)\m\.~~ ~~\\ma ~'JI. 
b. mengisi Fonnulir Pennohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
c. menyerahkan rekaman: 

\. A\aa Perubehan nama direlcsilpengurus untuk perubahan data nama direksilpengurus; 
2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan 

alamat BUJK; 

3. Ab.I hnlbabaD lllllllk paubablla am,a Bl/9'•-.;.,., 
4. . Sertifikat Badan Usaha yang masib berlaku untuk perubal:um ldasitikasi dan Jrualilikasi 

usaha. 

··~·-·~· ------------------------~ -------~---~-- 



. 'lo..~.:-.---~ .. ::·. --··· """-::· .-:....;,; ...... _. -.-- 
n-r,n •'"T"'T '""' ..._"''' ..._ n 

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN 
PENUTUPAN IUJK 

1. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli. 

2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat. 

3. Formulir Permohonan lzin yang telah diisi. 

, '--7· ...... " 

D. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin 



A.A. ODE AOUNO BHARAT A 

Nama Jelas 

Penanggung Jawab Badan Usaha 

'Perno~()b 
PT/CV . 

DonulltMl lnl klJllll lamplrkan poniyar1tlan•pcm1ylll'•tan dan ko1cmuljlan .. t,1111,al berlkUI : 
I Rekaman S"erttffltan~'ik1an <.rsmftr . 
~·. tf,.111'11,r..""'""" ~"'-l-14 ftl!?h'4tf'iq.n. '*""n P~TM~"h~_!rr•ny rtlftkat K.eterunntlan lCiM.:TJ llllfl J'&hlNllla"Tl .. ,-w~ ,-1=1MlH,~· 
3. -- --~f\- ~o.h\lan l._~l'.") <1-.,auou ~· Y 

Bad.an \Jsaha 
4. Rcikaman Kutu Penanuuna Jawab Tel<nllc Badan Usaha 
5. Surat Pr:myataan Pengikatan Dlri SPPJT dan ~ JaWllb BUJK 

Demikla:~cn:'h~~~ kami dan atas perken.,;nya kami ucapkan terima kasih. 

KLASIFIKASl KEMAMPUAN DASAR 
NO NOMOR KUALIFIKASl 

KODE SUBKLASIFIKASI TAHUN Nilai(JutaRD) 

Dengan honnat, 

~~ kami m!=ngajukan {>Crmo~nan untuk. me~croleh lzin Usaha Iasa Konstruksi. (lUJK) yakni Usaha J11&a 
'~~~ .. I. Pcrmoh . . ,~ . 

2. 

: Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Perihal 

bi".·.·:::::::::::::::::::::: 

.............. , 20 ... Nomor 
Lampi ran 
Kepada Yth. 
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAK.SANA KONSTRUKSI 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 

: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



A.A. GDE AGUNG BHARATA 

BUPATI GIANYAR, 

~ 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
I. Dir. Pcncmpatan Tenaga Kcrja Dalam Negeri, Ditjen Pcmbinaan Tenaga Kcrja, Dcpnakcr 
2. (Nama Sadan Usaha) 

Instansi Pcncrbit IUJK 

Demikian agar mcnjarli maklum dan atas pcrhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan tcrima kasih. 

Jcnis Usaha 
Pcnanggung Jawab Utama 
Barlan Usaha 

Nama Perusahaan 
Alamat 

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah scbagai bcrikut : 

Mcnunjuk Surat Penutupan Nomor tanggal pcrihal Penutupan Badan Usaha dcngan ini kami 
bcritahukan bahwa Badan Usaha j~ konstruksi tersebut yang tcrdaftar di Pcmcrintah kabupatcn/Kota dcngan scrtifilcat No . 
.......................... tanggal dcngan masa bcr!aku sampai dcngan ..•.......... , tclah mcnghcntikan keglatan 
usahanya. 

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Kepada Yth. 
Kcpala Kantor Pclayanan Pajak .... 
Di- ••.... 

tanggal . Nomor . 
Lampiran: I (satu) berkas 

CONTOH PERMOHONAN PENUTUPAN BUJK 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 

: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN III PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



BUPATI G1ANYA~ 

,-~~\.\~~ 
Pcjabat yang ditunjuk olch Ke"!° Tim 

Pembina Jasa Konstrubi) 

Demikian agar mcnjadi maklum dan atas pcrhatian serta kerjasama y_angJ>aik kami ncank!W, terifM keeih 

Mab dc:ngan ini .... (Kc:tua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pcjabat yang ditunjuk olch Kc:tua Tim Pembina Jasa Konstruksi) 
membcrikan rckomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh lzln Usaha Jasa Konstruksi dengan 
klasifikasi dan kualifikasi scbagaimana tcrcantum dalam Sertifilw Badan Usaha Nomor .... 

Alamat Pcrusahaan 
Jc:nis Usaha 

3. Serta sctclah mcncliti berkas pcnnohonan Izin Usahajasa Konstrulcsi dari: 
Nama Pc:rusahaan . 
NamaPJBU . 

Menunjuk Surat Nomor ... Tanggal ...• perihal sepcrti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dcngan honnat disampaikan hal· 
hal scbagai berikut: 

1. Mempcrhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstrulcsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambaban Lcmbar Negara Nomor 39SS) scbapfmana 
tclah diubah terakhir ~ Pcraturan Pcmerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lcmbmn Ncpra Republik Indlnesia 
Tahun 2010 Nomor 1S7); · 

2. Mc:mpcrhatikan Peraturan Dacrah... .. . . . . . . . Nomor : . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tentang 

Rekomendasl Pemberian hin Usaha Jasa Konstrukll Peribal 

Kepada Yth. 
(lnstansi Pemberi IUJK) 
di -Tempat 

Tanggal . Nomor 
Lampiran:. 

KOP SURAT UNIT KERJAIINSTANSI 

CONTOH REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

: ..... : LAMPIRAN IV PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN O 

NOMOR :7 



- :---~--:-..:==::::==_· .. _ 

. ~~,,=~:~~~;~~:~::?c:~~;;"if''-i;~-,~;"' ~d ==;µ"~ 

Digit 6 

: Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan 
Kode yang dikcluarkan BPS. 

: Jenis usaha diisi I = Jasa Perencanaan 
2 = Jasa Pelalcsanaan 
3 = I asa Pengawasan 

Digit 2 s/d S 

1 = Perusahaan nasional : Bentuk Jsaha diisi Digit 1 

4 S 3 2 D 
Pemberian Nornor Kode kepada Badan Usaha sbb: 

Jumlah digit : 

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL 

CONTOH BLANKO PENOMORAN IUJK NASIONAL 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 

: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN V PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 



PENGAMBILAN SERTIFIKA T 

a. mengisi Fonnulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; 

b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; 
c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK. yang 

berbentuk perseroan: 
d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah 

diregistrasi lembaga ; 
e, menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); 
f menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan 

(SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PIT-BU) yang telah dircgistrasi 
oleh Lcmbaga; 

g, menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; 
h. menyerahkan rek\man Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; 
1. menycrahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pcndidikan formal, :; 

SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 
j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang 

bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 
k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges 

kelurahan; 
l. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau IDAK 

Pejabat yang dftunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit 
kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi) 

m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan 
permohonan izin baru dikuasakan 

A. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baro 

: 9 DESEMBER2013 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

TANGGAL 

LAMPIRAN VI PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

NOMOR :7 



A.A. GDE AGUNG BHARA TA 

BUPATI GIANYAR, 

Nilai (Juta Rp) TAHUN 

KEMAMPUAN DASAR 

SUBKLASIFIKASI NO MOR 
KODE 

KUALIFIKASI 
KLASIFIKASl 

NO 

: . Perencana/Pelaksana/Pengawas/T erintegrasi •) coret yang tidak perlu 

Nama Bad an Usaha 
NomorlU K 
Nomor'.,BU 
Jenis Ushlill 

B.CON OH FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL 



9 

~ 
AA GDE AGUNG BHARAT A 

( ) 
jcnis '-~ 
uk J>~ dibuat terscndiri 

)oelc S\\outa (Non APBN) 

Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha 

.................................... ,20 .... 

Bulankc-1 = 
........ % 
Bulan kc-2 s/d kc- 
6 = % 

4 

Realisesi Rcncana RcaJisasi 

8 7 6 s 

Nama pakct pckcrjaan 
Mulai - sclcsai pckcrjaan 

Nilai 
Pckcrjaan 

Kcuangan Fisik 
Progres pckcrjaan 

Bulan ke-I = 
........ % 
Bulan kc-2 s/d 
kc--6 = % 

Pc~ k€\ ll"8 Jata, a1amat, 
~ tclp 

LAPORAN KEGIA TAN PIMIUAAN KONSTRUKSI 
TAHUN . 

N VDI I+ 
. ~llATlJRAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 
·7 

i: : ~ DES£MBER 2013 
IZnol 4 

1111==-'8A.HA JASA KONSTRUKSI 

APORlA~ fcEGI.UAN PEKERJAAN KONSlRUKSI 
·1 

LAPoRAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INST ANSI PENERBIT flJJK 



~ 
A.A. GDE AGUNG BHARA TA 

................. , tgl. ··············· ..•.... 
Instansi Penerbit 

Catatan: 

Jumlah Kcscluruhan s.d tgl ini 
BUJK yang dibcrikan IUJK 
I. Usaha Jasa Pcrcocana = 
2.Usahajasa Pclaksana = 
3.Usaha Jasa Pengawasan= 
4. Jumlah Usaha Orang 
Pcscorangan 

8 

Kcterangan 

I .Pcringatan 1 
Pcringatan 2 

2.Peringatan 3 atau 
Pcmbckuan 

3. Pcncabutan Sanksi 
4.Pcmbcrlakukan 
Kembali 

7 

Badan usaha 

Dikena.kan Sanksi 

5 4 3 2 

Badan usaha Badan usaha baru Badan USaha 
No · ahun/ periode 

bulan 
Perpanjangan Perubahan Perm oho nan 

6 

Jumlah dokumen 
Permohonan (total) 

selama 6 bulan 

I Jumlah ITJJK (buah) 

I 

: Jasa Perencanaan/Jasa Pclaksana/Jasa Pcnnwasan : 
Pro vim 
Jenis U iana 

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASl<ffiAL 
KABUPATEN I KOTA . 

TAHUN: . 
SEMESTER KE : . 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBER! IUJKKEPADA BUPATI/WALIKOTA I 
CONTO I LAPORAN PEMBERIAN /SANK.SI IUJK NASIONAL 

LAMPll I) N VIII PERA TU RAN DAERAH K.ABUP ATEN GIANY AR 

NOMOF : 7 

T ANGG u, : 9 DES EMBER 2013 

TENT A IG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 



~ 
A.A. GDE AGUNG BHARA TA 

................. , tgl .. 
Pemcrintah kabupatcn /Kota 

Catata.1 : 

1. Peringatan 1 
2. Peringatan 2 
3. Peringatan 3 
4. Pembekuan 
4.Pencabutan 
5. Pember1akuan 
kembali IUJK 

Jumlah Keseluruhan s.d tgl 
ini BUJK yang diberikan 
IUJK 
1.Usaha Jasa Perencana = 
2.Usaha jasa Pelaksana = 
3.Usaha Jasa 
Pengawasan= 

8 7 3 4 5 6 1 2 
Badan usaha 

Keterangan 

Jumlah 
Usaha Orang 
Perseorangan 

Jumlah Jumlah IUJK {buah) 
dokumen Permohonan Perubahan Perpanjangan Dikenakan Sanksi 

Pennohonan 
(total) Badan usaha Badan Badan USaha 

selama 6 bulan baru usaha 

Tahun/ 
No periode 

bu Ian 

: Jasa Perenc:anaan/.Jasa Pelaksana/Jasa Penaawasan : 

LAPORAN PENERBITAN ISANKSI IUJK NASIONAL 
KABUPATEN I KOTA ~ . 

TAHUN: . 
SEMESTER KE : . 

LAPORAN IUJK OLEH BUPATUWALIKOTA KEPADA GUBERNUR I I 

Proviru i 
Jenis I Js~ha 

CONTOJ LAPORAN PENERBITAN /SANKSI lUJK NASIONAL 

LAMPIJlJ NIX PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOF : 7 

TANGGAL : 9 DESEMBER20l3 

TENT A "IG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 



A.A. GOE AGUNG BHARAT A 

BUP ATI GIANY AR, 

NIP 

TID 
NAMA FOTO 

Tanda tangan 
Pemegang kartu 

................................... 20 .. 
PEMERINTAH KABUPATEN . 

Nama 
Tempat/Tgl. Lahir 
Alamat 
NoSKNSKT 
Klasifikasi/Su bk.lasifikasi 
Kualifikasi/Subkua lifrkasi 

KARTIJ TANDA DAFT AR USAHA ORANG PERSEORANGAN 
NOMOR 

Logo Kabupaten/Kota 

KOP INST ANSI PEMBERI IUJK 

PEMERINTAH KABUP A TEN I KOT A . 0 
FORMAT KARTU TANDA DAFT AR USAHA ORANG PERSEORANGAN 

BUPATI GIANYAR, 

TENTANG [ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER2013 

NO MOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN X PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



A.A. GOE AGUNG BHARATA 

BUPATI GIANYAR, 

~ 

KOP INST ANSI PENERBIT IUJK 

FORMULIR PERMOHONAN 
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN 

NAMA .............................. 
KABUPA TEN/KOT A .............................. 
PROP IN SI ............................... 
TEMPATffANGGAL LAHIR ................................ 
ALAMAT ' . . ····························· 
NO.SKA/SKT .............................. 
PILIHAN KU ALIFIKASI/SUBKU ALIFIKASI 
NO. KODE URAIAN 
I 
2 

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI 

lr°IKODE I URAIAN 

I 
........... , Tanggal 

Ttd Pemohon 

(nama Jelas Pemohon) 

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN 

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN XI PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 



~ 
A.A. GDE AOUNG BHARA TA 

ITD 
NAMA 

NIP 

.................................. , 20 ... 
INST ANSI... ... 

KARTU PENANGGUNG JA WAB TEKNIK BADAN USAHA 
NOMOR : 

PEMERINTAH KABUPATEN I KOTA.- . 
KOP INST ANSI 

Tanda t:angan 
Pemegang kartu 

NAMA 
TEMPATffGL. LAHIR 
AlAMAT 
NO SKA/SKT 
NAMA BUJK 
NO.IUJK 

Logo Kabupaten/Kot:a 
0 

CONTOH FORMAT KARTU PENANGGUNG JAW AB TEKNIK BADAN USAH 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

: 9 DESEMBER 2013 TANGGAL 

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR :7 



a..· 
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATENGIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANY AR, 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 

I·~ A.A. GDE AGUNG BHARAT A I. 

BUPATI GIANYAR, 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Desember 2013 
' 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 45 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelak.sanaannya 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 44 

- 



BUPATI GIANYAR, 

~ 

~ ~A.A. GDE AG UNG BHARAT>../ 

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN 
PENUTUPAN IUJK 

3. Formulir Permohonan lzin yang telah diisi. ~· 

1. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli. 

2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat. 

D. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin 



BUPATI GIANY AR, 

~ \~.A. GDE AGUNG BHARATA ..( 

Nama Jelas 

Penanggung Jawab Badan Usaha 

Pemohon 
PT/CV . 

Demikian pennohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan tcrima kasih, 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut : 
I. Rekarnan Sertifikat Badan Usaha 
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir 
3. Rekarnan Sertifikat Keahlian (SKA} dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT} dari Penanggung Jawab Teknik 

Badan Usaha 
4. Rekarnan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 
5. Surat Pemyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK. 
6. dst. .... 

KLASIFIKASI 

Nilai JutaR TAHUN 

KUALIFIKASI NOMOR 
KODE 

KEMAMPUAN DASAR 
NO 

.. untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut: 

Dengan honnat, 

Dengan ini kami mengajukan permosonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yalcni Usaha Jasa 
Pelaksana Konstruksi untuk: 

1. Permohonan Izin Baru 
2. Memperpanjang Izin Usaha 
3. Mengubah data 
4. Penulupan Izin 

Di Kabupaten/Kota Provinsi . 

: Pennohonan lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK} Nasional Perihal 

b(.·.·.·.·:::::::::::::::::::: 

.............. , 20 ... Nomor 
Larnpiran 

Kepada Yth. 
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

FORMULIR PERMOHONAN lUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSJ I 

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN II PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN GIANY AR 



Jenis Usaha 

Data perusahaan Jua konstrubi yang dimabud adalah scbagai berikut : 

Nama Perusahaan 
Alamat 

Perlhal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Kepada Yth. 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .... 
Di- ...... 

tanggal .. Nomor . .. . 
Lampiran: I (satu) berkas 

CONTOH PERMOHONAN PENUTUPAN BUJK 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 

: 9 DESEMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN III PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN GIANY AR 



BUPATI GIANYAR. 

~ 

\·~A.A. GDE AGUNG BHARATAi 

\.~\J~ 
2. Kode kota Surakarta 
); )~)) ~saha 

'- No!IJD! Vn» }}RJ) VM»I ; DPJ}} 
~-,~~\.l\\. .. ~, 
Kode Badan Usaha ; ji'"""""'"~;:::-:"~--==--- 

. 3372-2- 00811- 809465 

·.\'~\Jos-.~) 
: 3372 
: 2 (Jasa pclaksana) 



BUPA TI GIANY AR, 

~ 

t~A.A. GDE AGUNG BHARATA< 

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana) 
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811 

S. Tercatat di LPIK : ;:.;.809~46"""'5"---------------. 
Kode Badan Usaha : I I -3372- 2- 00811- 80946S 

: 1 (Badan Usaha Nasional) 
: 3372 

tersebut adalah 
I. Badan Usaha 
2. Kode kota Surakarta 

Contoh 1. 
Sebuah badan usahajasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terd~ di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 80946S 
serta llleatat pada buku induk Pemerintah Dacrah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanun maka kode badan usaha 

Digit 12 s/d 17 

Digit 7 s/d 11 

Digit6 

: Untuk kode kabupatenlkota dimana pcrusahaan berdomisili sesuai deopn 
Kode yang dilccluarkan BPS. 

: Ienis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan . 
2 =Jase Pelalcsanaan 
3 = Jasa Pengawasan 
4 • Gabungan dari ketiganya 

: Untuk nomor urut yang tcrcatat di Kabupaten/Kota dimulai denpn nomor 
00001. 
No urut ini tetap dipakai walaupun telah dipcrpanjangldiubah/kadaluarsa 

: Nomor Registrasi pada LPJK Daerah 

Digit 2 s/d S 

: Bentuk \ISaha diisi 1 • Pe:usahaan nasional Digit 1 

3 2 4 S D 
Pembcrian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb: 
Jumlah digit : 

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL 

CONTOH BLANKO PENOMORAN IUJK NASIONAL 

\.."'-MY\~~ 'I ?E~"'t'Ull.A~ l>"""~~R Y..A'&~"""~ G\"""~ ~ 

NOMOR :7 
TANGGAL : 9DESEMBER2013 

TENTANG !ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 



\ t A.A. GDE AGUNG BHARAT A( ----' 

BUPA TI GIANY AR, 

KLASIFIKASI KEMAMPUAN DASAR 
NO NOMOR KUALIFIKASI 

KODE SUBKLASIFIKASI TAHUN Nilai (Juta Rp) 

Perencana/Pelaksana/Pengawas!ferintegrasi •) corer yang tidak perlu 

Nama Badan Usaha 
Nomor IUJK 
NomorSBU 
Jenis Usaha 

B.CONTOH FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL 



(, 

J 

~ 
~ A.A. GDE AGUNG BHARATAI 

Catatan: 
Setiap jenis usaha dibuat tcrsendiri 
Tennasulc Proyek swasta (Non APBN) 

( ) 

Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha 

.................................... , 20 .... 

ems Us a: Jasa erencan Jasa e asa enzawasan: 
Progres pekerjaan 

Narna Pengguna Jasa. alamat, Nama paket pekerjaan Nilai Fisik Keuangan 
No kota, tclp Mulai - selesai pekerjaan Pekerjaan 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

I 2 4 5 6 7 8 9 
Bulan ke-I = Bulan ke-1"' 
........ % ........ % 
Bulan lce-2 s/d Bulan ke-2 s/d Ice- 
Ice~"' .....•.. % 6= ........ % . 

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi: 
J . ah p al p laksana/J p 

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 
TAHUN . 

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INST ANSI PENERBIT IUJK 

CONTOH LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 
I 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN VII PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



~:::- l of .A. GOE AGUNG BHARATA t 

................. , tgl . 
lnstansi Pencrbit 

Catatan: 

ems : asa crencan asa e asa enzawasan : 
I Jumlah IUJK. (buah) 

Tahun/ periode Jumlah doltumen 
Pennohonan Perubahan Perpanjangan Diltenakan Sanksi No bulan Pennobooan (total) Keterangan 

selama 6 bulan Badan usaha baru Sadan usaha Badan USaha Badan usaha 

1 2 3 4 s 6 7 8 

l.Peringatan I Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini 
BU~ yang diberiltan IUJK. Peringatan 2 l .U saha Jasa Pcrencana = 2.Pcringatan 3 atau 2.Usahajasa Peiaksana= Pembekuan 

3.Pencabutan Sanksi 3.Usaha Jasa Pengawasan= , 
4.Pemberlaltultan 4. Jumlah Usaha Orang 

K.embali Peseorangan 

aan/J p laksana/J p J p 
Provinsi 
J . Usaha 

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL 
KABUPATEN f KOTA . 

TAHUN: . 
SEMESTER KE : .. 

LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA 

CONTOH LAPORAN PEMBERIAN /SANK.SI IUJK NASIONAL 

TENT ANG lZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER 2013 

NO MOR 

TANGGAL 

LAMP IRAN VIII PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN GIANY AR 



~ \;v A.A. GOE AGUNG BHARAT~ 

................. , tgl .. 
Pcmcrintah kabupaten /Kota 

Catatan: 

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pencewasan : 
Jumlah Jumlah IUJK (buah) Jumlah. 

Tahun/ dokumen Permohonan Perubahan Perpanjangan Dikenakan Sanksi Usaha Orang 
No periode Permohonan Badan USaha Perseorangan Keterangan 

bu Ian (total) Badan usaha Badan Badan usaha 
selama 6 bulan baru usaha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Peringatan 1 Jumlah Keseluruhan s.d tgl 
2. Peringatan 2 ini BUJK yang diberikan 
3. Peringatan 3 IUJK 

1.Usaha Jasa Perencana = 4. Pembekuan 2.Usaha jasa Pelaksana = 4 .Pencabutan 
5. Pemberlakuan 3.Usaha Jasa 
kembali IUJK Pengawasan= 

Provinsi 

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL 
KABUPATEN I KOTA . 

TAHUN: .. 
SEMESTER KE : . 

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR 

CONTOH LAPORAN PENERBIT AN /SANKSI IUJK NASIONAL 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DESEMBER 2013 

NO MOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 



BUPATIGIANYAR., 

~ 

~ ~ A.A. GDE AGUNG BHARATA (. 

TID 
NAMA FOTO 

Tanda tangan 
Pemegang kartu 

NIP 

: 
.................................. ,20 .. 

PEMERINTAH KABUPATEN . 

Nama 
Tempatrrgl. Lahir 
Alamat 
No SKA/SKT 
Klasifikasi/Subklasifikasi 
Kualifikasi/Subkualifikasi 

KAR11J TANDA DAFT AR USAHA ORANG PERSEORANGAN 
NOMOR 

Logo Kabupaten/Kota 

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK 

PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA . 0 
FORMAT KARTU TANDA DAFfAR USAHA ORANG PERSEORANGAN 

BUPATI GIANYAR., 

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

:7 
: 9 DES EMBER 2013 

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN X PERA TURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



KOP INST ANSI PENERBIT IUJK 

FORMULIR PERMOHONAN 
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN 

NAMA I •••10111111111111111110111111 

KABUPATEN/KOT A . ····························· 
PROP INS I . ····························· 
TEMPAT!fANGGAL LAHIR . ····························· 
ALAMAT ' . ····························· 
NO.SKA/SKT . ····························· 
PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI 

lr°IKODE I URAIAN 

I 
PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI I r-1 KODE I URAIAN 

I 
........... , Tanggal 

Ttd Pemohon 

(nama Jelas Pemohon) 

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN 

TENT ANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

: 7 

: 9 DESEMBER 2013 

NO MOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GlANY AR 



~ 
~~-A. GOE AGUNG BHARAT A"' 

TID 
NAMA 

NIP 

Tanda tangan 
Pemegang kartu 

.................................. , 20 ... 
INST ANSI... ... 

NAMA 
TEMPATrfGL. LAHIR 
ALAMAT 
NO SKA/SKT 
NAMA BUJK 
NO.IUJK 

KARTU PENANGGUNG JA WAB TEKNIK BADAN USAHA 
NOMOR : 

Logo Kabupaten/Kota 

PEMERINTAH KABUPATEN f KOTA .. 
KOP INST ANSI 0 

CONTOH FORMAT KAR TU PENANGGUNG JA WAB TEKNIK BADAN USAH 

TENT ANG lZlN USAHA JASA KONSTRUK.Sl 

:7 

: 9 DESEMBER 2013 

NO MOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATENGlANYAR 


